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Pasal 83 KUHAP yang mengatur mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan, pada ayat (1) nya
menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding sedangkan ayat (2) nya
menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan
atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang
bersangkutan. Pada kenyataannya, masih ada putusan praperadilan yang bukan menetapkan tidak sahnya
penghentian penyidikan atau penuntutan digjukan upaya hukum. Hal inilah yang terjadi dalam kasus Lam
Y enny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya. Melihat kasus ini, maka yang
menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pengaturan mengenal upaya hukum terhadap
putusan praperadilan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang ada serta (2) permasalahan
apayang timbul dalam praktek penerapan praperadilan terkait upaya hukum dikaitkan kasus penerimaan
permintaan banding dalam kasus Lam Y enny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar
Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kepustakaan
dan wawancara. Hasl| penelitian ini berupa penjabaran mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan
terhadap putusan praperadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan analisis mengenai
permasalahan yang timbul dalam praktek penerapannya dikaitkan dengan kasus Lam Yenny Lamengan VS
Kepala Kepolisian Wilayah Besar Kota Surabaya.

<i>Article 83 Code of Criminal Procedure, regulates about the legal remedies against the decision of
praperadilan, in paragraph (1) states that the decision of praperadilan cannot be appealed, while in paragraph
(2) states that the decision of praperadilan which establish the invalidity of the termination of investigation
or prosecution may be requested for the final decision in the High Court of Justice in the jurisdiction
concerned. In fact, thereis still adecision of praperadilan which not establish the invalidity of the
termination of investigation or prosecution proposed for legal remedies such asin the case of Lam Y enny
Lamengan vs Head of Surabaya?s Police District. The questionsin this research are (1) how the arrangement
of legal remedies against the decision of praperadilan according to the regulation that exist in Indonesia and
(2) what is the problem that arise from the practical application of praperadilan related to legal remediesin
the case of Lam Yenny Lamengan vs Head of Surabaya?s Police District. Thisresearch isanormative legal
research using literatures and interview. The result in this research is a description of legal remedies that can
carried out on the decision of praperadilan based on the regulation that exist in Indonesia and also the
analysis of the problem that arise from the practical application of praperadilan related to legal remediesin
the case of Lam Yenny Lamengan vs Head of Surabaya?s Police District.</i>
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